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Mengingat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR % TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DEsA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

' & bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi

pemberian Bantuan Keuangan, perlu disusun pedoman pemberian
bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

1.

.Undang-Undang Nomor g Tahun 1985

8, perlu menstapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang
pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta

* Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,

Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Nomor 18)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 29 Tahur; 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik

tentang © isasi
emasyarakatan {Lembaran Negara Repubiik !ndonesig Tah?r? Q;Zaa?

Nomor 44, .
3200) 4, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesiz Nomor




Tambahan Lembaran Neg i '
L gara Republik Indonesia No 44
sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhijr dengai:oflndar?g-)

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomeor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntans! Pemearintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Taht.gn
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165); -

10.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seba_gaimana teiah' dlubah
beberapa kall, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomog
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 48);

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dg

erah
Provinsl Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahrzn
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

13. Peraturan Gubsernur Jawa Barat Nomor 108 T
ahun 2009 te t
Sistem dap Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 3aa£ag

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR  TENT
ANG  PEDOMAN  pgpy
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA?ER!AN




BAB |
KETENTUAN UMUM.
Definisi
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyslenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat,
4. Sekretariat Dasrah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinllai
dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, ‘
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang
meliputl perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah,
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
' APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j i PPKD

. Pejabat Pengelola Keuangan Dasrah yang selanjutnya disingkat
° an.!-:lah‘Sekrgtaris Daerah Provinsl Jawa Barat sebagai Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Dasrah yang mempu'nyal tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagal Bendahara

Umum Daerah, . N
9. Satuan Kerja Pengslola Keuangan Daerah yang sg!anjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Dasrah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD. .
10.8atuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin

menylapkan serta melaksanakan kebljakan Gubernur dalam rangka
Penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri darj Pejabat Perencana
Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

‘PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provine
selaku Bendahara Umum Daerafy, | vinst Jawa Barat

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD . isi
yang selanjutnya disingk t
DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PP}l/<D Pro\%nii
Jawa Barat selaky Bendahara Umum Daerah.
14.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD ang selanju
t
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksan);ang peruij;'a;:gs

anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat sel
Doogare a selaky .Bendahara Umum

dan khusus kepada Kabupaten/Kota dan Desa dala

. m rangka
Pemerataan  dan/atay Peningkatan Kemampuan keuangan
Kabupaten/Kota dan Desa melalui Percepatan pembangunan yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.




.
::::

" Ruang Lingkup
Pasal 2.

Ruang lingkup Peraturan  Gubernur ini meliput}

putl  penganggara ,
pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan gKeggiga?z :
kepada Kabupaten/Kota dan Desa, yang bersumber darl APBD pada
kelompok Belanja Tidak Langsung. -

BAB I|
PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN
"Pasal 3
(1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa, meliputi:
a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan

b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus,

(2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan Bantuan Keuangan "untuk mengatasi
kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, yang peruntukan dan
penggunaannya di dasarkan atas permohonan BupatiWalikota dan
Kepala Desa,

(3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf b, meripakan Bantuan Keuangan untuk membantu
capalan kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten!{(ota dan
Desa Penerima Bantuan Keuangan yang ditetapkan terlebih dahulu
olsh pemberi bantuan,

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat mensyaratkan penyediaan
dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota atay Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.

BAB Il
PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Kabupaten/Kota
Pasal 5

(1) Bupatl/Waiikota mengajukan ' i
permohonan pencairan Bga
Keuangan k_epada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kerg:c?g
g terkait dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
arat, dilsngkapi persyaratan administrasi, meliputi ;

8. surat permohonan _Pencairan Bantuan Ke :
ditandatangan oleh BupatiWalikota; Hangan, dicap dan

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota;

d. kuitansi dalam rangkap 4 (empatj bermateraj cukup, ditandatangani

dan  dibubuhi ap instansi i
BupatiWalikota; dan Serta  dicantumkan  namg

€. surat pernyataan tanggungjawap,
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(@) Pengguna Anggaran/PPKD men ajuk :
an Nota p :
Bantuan Keuangan kepada Gubag}dr. érsetujuan Pencairan

(3) Berdas_arkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD
memerintahkan Bendahara Belanja Bantyan Keuangan untuk
membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP.LS),

(4) Dalam hal dokumen Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM).

(5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diterbitkan,

(6) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab
sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan nilai di
atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan yang
bersifat fisik dan konsultansi, dapat dilakukan sekaligus atau secara

bertahap, dengan ketentuan : .
a. untuk pencairan sekaligus, dilakukan dengan melampirkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota dan dokumen
kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK); dan '
b. untuk pencairan secara bertahap, dilakukan dengan ketentuan :
1. Tahap | untuk biaya umum, dengan melampirkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota; dan
2. Tahap Il dengan melampirkan dokumen kontrak atay SPK.

Bagian Kedua
Desa
Pasal 8

(1} Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Ba
ntuan Keuangan
kepa:da Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada SK%D
te_arkait dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi ; ’
8. surat permohonan Pencairan Bantuan Keuangan (i
‘dxtandatangani oleh Kepala Desa; o <ap. dan

. Proposal yang dilengkapi dengan rincian re
Bantuan Keuangan; g ncana penggunaan

¢ salinaniphotocopy KTP atas hama Kepala Desa:
d. sahnan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Desa;

€. Kuitansi dalam rangka 4 (empat) barmatera; - .
dan dibubuhi cap Dosy, * (€Mpat) barmatorai cukup, d‘*a”datanganf
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(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan
Bantuan Keuangan kepada Gubernur, '

(3) Berdas.arkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD
memerintahkan kepada Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk

membuat SPP-LS.

(4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM.

(5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah
Pencalran Dana (SP2D) setelah penerbitan SPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).
(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

~ BAB IV
Penggunaan
Pasal 8
(1) Penerima Bantuan Keuangan wajlb menggunakan dana sesuai
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota atau proposal
Desa. \
(2) Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk
kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB V
Pertanggungjawaban
Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan
Bantuan Keuangan yang ditsrimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan
Bantuan Keuangan,

(3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pelaporan
" Pasal 11
Laporan Penggunaan Bantuan Keuan i i
_ gan disampaiks |
Bupa.tWVahkota dan Kepala Desa kepada Gubernyr rr?elalu? Slglfg
terkait, 1 (satu) bulan setslah kegiatan selesaj atay paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,

(3) Biro Administrag] Pembangunan Sekretariat '
Pem! Daerah Provinsi J
Barat n'zengkoprdmaszkan dan mengendalikan pen:r!im::rfxa
gengadmmistrasnan dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan’
antuan Keuangan, serta menyampaikan  rekapitulasi laporan




Laporan penggunaap Bantqal_n Keuangan sebagaimana dimaksug dalam

Pasal 11 ayat (1) paling sedikit meliputi :

a. surat Pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani
Oleh BupatrNVaﬂkota/Kepa!a Desa; dan -

b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang
difandatangani serta dibubuhl cap oleh Kepala SKPD terkait di
Kabupaten/Kota atau Kepala Desa,

Pasal 13

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa dicatat
sebagal realisasi jenis Belanfa Bantuan Keuangan pada PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan,

(2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota dan Desa, untuk selanjutnya dicantumkan pada
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

(3) Realisas! Bantuan Keuangan kepada Kabupqten/Kotg dan Desa
dikonversikan sesual dengan standar akuntansi pemerintahan pada
lapaoran realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatap atas laporan
keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

BAB Vi
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 14
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan,
untuk selanjutnya dilaporkan kepada Biro Administrasi Pembangunan

Selretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,

(2) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat melakukan pengendalian dan merekapitulasi hasil monitoring
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rekapitulasi hasil monitgring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

(4) Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap
pemberian, Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan
Keuangan, sesya ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hg| pencairan/penyaluran Bantuan Ke
: Uangan kepada
Kabupaten/Kota .dan Desa dilakukan pada akhir tahz.gm anggrfran
maka BupatiWalikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya,

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 16
Peraturan Gubernur inl mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengstahuinya memérintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat, ,

Ditetapkan di Bandung
- pada tanggal 5 Januari 2012

Diundangkan di Bandung

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI

E




